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BAB I

PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengolahan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Informasi dan pengetahuan dapat diciptakan secara cepat dan dapat segera disebarkan ke seluruh lapisan masyarakat di berbagai belahan dunia dalam hitungan detik. Hal ini berarti bahwa setiap individu di berbagai negara dapat saling berkomunikasi secara langsung kepada siapapun yang dikehendaki tanpa dibutuhkan perantara (mediasi) apapun.
Kebutuhan masyarakat akan informasi dan pelayanan yang serba cepat dan mudah melalui teknologi digital menjadi suatu tuntutan. Penerapan teknologi informasi pada lembaga pemerintahan dapat mempermudah akses antara masyarakat dengan pemerintah. Tidak hanya melalui komunikasi satu arah saja dimana pemerintah dapat mempublikasikan data dan informasi yang dimilikinya. Akan tetapi juga komunikasi dua arah, yaitu masyarakat dapat menerima dari pemerintah dan memberikan informasi kepada pemerintah. Dengan begitu, adanya transparansi antara pemerintah dan masyarakat dapat terjalin dalam ruang lingkup demokrasi. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi adalah untuk mewujudkan praktek pemerintahan yang lebih efesien dan efektif. 
Kebijakan penerapan electronic Government (e-Government) merupakan suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik. Perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi (TI), diiringi semakin meluasnya penggunaan Internet sebagai akses ke dunia maya, telah mendorong suatu perubahan yang revolusioner. Perubahan pemanfaatan teknologi informasi tersebut selain dalam cara berkomunikasi dan menikmati hiburan, juga dalam pemerintahan.
Kebijakan penerapan e-Government dilakukan dengan cara mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi dan birokrasi. Kebijakan penerapan e-Government dikembangkan untuk membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja instansi pemerintah secara terpadu. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut meliputi pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik. Keberadaan kebijakan penerapan e-Government merupakan salah satu infrastruktur penting dalam pemerintahan. Selain itu, kebijakan penerapan e-Government merupakan kebutuhan sekaligus tuntutan publik yang menginginkan informasi secara akurat, transparan serta accountable. 
Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan e-Government. Pada intinya, Inpres tersebut membahas tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Hal ini didasarkan pada perkembangan teknologi informasi di dunia yang demikian pesatnya, sehingga Indonesia ditakutkan akan ketinggalan dari negara-negara lain dalam persaingan bebas. 
Sebagai institusi pemerintahan, Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi telah membuat website www.bekasikab.go.id sebagai wujud dari kebijakan penerapan e-Government tersebut. Masyarakat Kabupaten Bekasi dapat mengakses website www.bekasikab.go.id dengan mudah melalui sarana-sarana penunjang website yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi. 
Masyarakat Kabupaten Bekasi dapat mengakses website www.bekasikab.go.id melalui beberapa fasilitas yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi. Kemudahan yang diberikan diantaranya adalah masyarakat dapat mengakses langsung melalui Internet, serta memanfaatkan jaringan wifi di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi. Bentuk kebijakan penerapan e-Government lainnya yang dapat digunakan untuk mengakses website www.bekasikab.go.id adalah dengan membangun Media Informasi Publik (MIP) sejak tahun 2005 sebagai pusat informasi. Kebijakan penerapan e-Government melalui MIP tersebut berdasarkan SK PINLAK No.01/SIM/Tapem/VII/2005 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Kabupaten Bekasi.
MIP tersebut berbentuk seperangkat komputer layar sentuh yang stand alone. Dalam MIP berisi informasi-informasi seputar Kabupaten Bekasi, struktur pemerintahan, informasi pariwisata serta informasi-informasi lainnya untuk publik. MIP di Kabupaten Bekasi dibentuk sebagai sarana kebijakan penerapan e-Government di Kabupaten Bekasi. Masyarakat tidak dikenakan biaya dalam mengaksesnya. Dengan demikian, masyarakat Kabupaten Bekasi dapat kapan saja mencari informasi tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi dari MIP tersebut. Keberadaan MIP merupakan wujud dari kebijakan penerapan e-Government di Kabupaten Bekasi dan diharapkan dapat mewakili apa yang diinginkan oleh publik tentang pemerintahan yang berbasis e-Government. 
Dalam prakteknya, kebijakan penerapan e-Government di Kabupaten Bekasi melalui MIP ini masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki dan dibenahi. Pemasangan MIP yang ada belum dapat dikatakan efektif, salah satu penyebabnya adalah kebijakan penerapan e-Government memerlukan biaya yang cukup besar. Sejak tahun 2005, Kabupaten Bekasi baru memiliki tiga unit, yaitu di Kantor Bupati Bekasi, di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi, serta gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi. Penyebabnya adalah harus ada anggaran yang khusus dalam mengelolanya.

Masalah lainnya yang dihadapi dalam kebijakan penerapan e-Government melalui MIP di Kabupaten Bekasi adalah masih kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia sehingga sulit bagi  publik untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pelaksanaan pemerintah. Faktor lain yang menjadi kendala dalam kebijakan penerapan e-Government melalui MIP di Kabupaten Bekasi adalah faktor keamanan alat tersebut. MIP baru dipasang di tempat-tempat yang dianggap aman, yaitu di lima tempat yaitu di Kantor Bupati, Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah, dan gedung DPRD Kabupaten Bekasi.
Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting lainnya. Staf pemerintahan yang ada sekarang lebih menyukai budaya kerja yang konvensional, daripada menggunakan komputer. Keberadaan suatu alat baru di dalam sebuah organisasi memerlukan sebuah adaptasi. Selain itu keberadaan tenaga ahli merupakan faktor pendukung lainnya. Tenaga ahli sangat diperlukan dalam penggunaan alat baru tersebut. Tenaga ahli di Pemerintah Kabupaten Bekasi saat ini masih kurang. Kekurangan tenaga ahli tersebut merupakan kendala yang harus dihadapi, selain budaya kerja yang konvensional. Masalah lainnya adalah di Kabupaten Bekasi belum memiliki tempat khusus (kantor) untuk mengolahan data-data elektronik. Hal tersebut menjadikan Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi sebagai pusat pengolahan data elektronik di Kabupaten Bekasi.
Semua kegiatan yang berhubungan dengan MIP baik itu dalam segi teknis maupun  non teknis dipusatkan pada Bagian Tapem. Penambahan informasi dilakukan secara online karena semua MIP yang ada di Kabupaten Bekasi terhubung dengan Bagian Tapem Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi. Kendala yang dihadapi dalam kebijakan penerapan e-Government melalui MIP di Kabupaten Bekasi tersebut hendaknya tidak dijadikan alasan tertundanya sebuah pemerintahan yang menerapkan e-Government. Pemerintah hendaknya mencari solusi yang tepat agar kebijakan penerapan e-Government tersebut efektif.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengambil judul penelitian sebagai berikut: ANALISIS KEBIJAKAN PENERAPAN E-GOVERNMENT MELALUI MEDIA INFORMASI PUBLIK (MIP) DI KABUPATEN BEKASI (Suatu Studi pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008).
1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas serta berdasarkan judul skripsi ini, maka penulis membuat identifikasi masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana kondisi data infrastruktur dalam kebijakan penerapan e-Government melalui MIP di Kabupaten Bekasi tahun 2008?

2. Bagaimana ketersediaan dasar hukum dalam kebijakan penerapan e-Government melalui MIP di Kabupaten Bekasi tahun 2008?
3. Bagaimana koordinasi antar instansi dalam kebijakan penerapan e-Government melalui MIP di Kabupaten Bekasi tahun 2008?

4. Bagaimana ketersediaan aparatur dalam kebijakan penerapan e-Government melalui MIP di Kabupaten Bekasi tahun 2008?

5. Bagaimana ketersediaan sarana teknologi dalam kebijakan penerapan e-Government melalui MIP di Kabupaten Bekasi tahun 2008?

6. Bagaimana strategi pemikiran pemimpin dalam kebijakan penerapan e-Government melalui MIP di Kabupaten Bekasi tahun 2008? 
1.3 Maksud Dan Tujuan KKL
Adapun maksud dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui analisis penerapan e-Government melalui Media Informasi Publik (MIP) di Kabupaten Bekasi tahun 2008. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui kondisi data infrastruktur dalam kebijakan penerapan e-Government melalui MIP di  Kabupaten Bekasi tahun 2008.
2. Untuk mengetahui ketersediaan dasar hukum dalam kebijakan penerapan e-Government melalui MIP di Kabupaten Bekasi tahun 2008.
3. Untuk mengetahui koordinasi antar instansi dalam kebijakan penerapan e-Government melalui MIP di Kabupaten Bekasi tahun 2008.
4. Untuk mengetahui ketersediaan aparatur dalam kebijakan penerapan e-Government melalui MIP di Kabupaten Bekasi tahun 2008.
5. Untuk mengetahui ketersediaan sarana teknologi dalam kebijakan penerapan e-Government melalui MIP di Kabupaten Bekasi tahun 2008.
6. Untuk mengetahui strategi pemikiran pemimpin dalam kebijakan penerapan e-Government melalui MIP di Kabupaten Bekasi tahun 2008.
1.4 Kegunaan KKL
Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut : 
1. Bagi penulis, penelitian ini berguna untuk menambah wawasan mengenai  kebijakan penerapan e-Government melalui MIP di Kabupaten Bekasi tahun 2008.
2. Secara teoritis, penelitian ini untuk mengembangkan teori-teori tentang kebijakan penerapan e-Government melalui MIP di Kabupaten Bekasi tahun 2008.
3. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya Bagian Tapem Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi dalam kebijakan penerapan e-Government melalui MIP di Kabupaten Bekasi tahun 2008.
1.5 Kerangka Pemikiran

Analisis merupakan sebuah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui  keadaan yang sebenarnya untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti dari keseluruhan (Ali, 1995:37). Adapun menurut Dale Yoder seperti yang dikutip oleh A.A. Anwar Prabu Mangkunegara mendefinisikan analisis sebagai prosedur melalui fakta-fakta yang berhubungan dengan setiap pengamatan yang diperoleh dan dicatat secara sistematis (dalam Mangkunegara, 2001:13). Berdasarkan pengertian tersebut maka analisis merupakan suatu pemahaman dari suatu hal yang diperoleh melalui penyelidikan sehingga dapat mengetahui keadaan yang sebenarnya.
Dalam upaya mengembangkan pemerintahan yang berbasis e-Government, komputer serta sarana pendukung lainnya seperti alat pengolah data elektronik merupakan faktor penting. Kebijakan penerapan e-Government merupakan mekanisme interaksi baru (modern) antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan. Kebijakan penerapan e-Government sangat tepat dengan kemajuan teknologi yang semakin mutakhir sekarang ini. 
Kebijakan pada dasarnya adalah suatu tindakan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu dan bukan sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu. Kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan tindakan-tindakan yang terarah (Islamy, 1997:14). Kebijakan penerapan e-Government bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk merealisasikan suatu tujuan dalam penerapan e-Government untuk mengembangkan pemerintahan yang berbasis elektronik. 
Menurut Carl Friendrich kebijakan adalah :

Suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu (dalam Winarno, 2005:16). 
Adapun menurut William N.Dunn analisis kebijakan adalah aktivitas menciptakan pengetahuan dalam proses pembuatan kebijakan (Dunn, 2003:1). Dari definisi tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan merupakan tindakan-tindakan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah, dimana tindakan atau keputusan tersebut memiliki pengaruh terhadap masyarakat. 
 Analisis kebijakan merupakan suatu proses kognitif, sementara pembuatan kebijakan bersifat politis. Keberadaan analisis kebijakan disebabkan banyaknya kebijakan yang tidak memuaskan karena begitu banyak kebijakan yang tidak memecahkan masalah kebijakan, bahkan menciptakan masalah baru. Menurut E.S.Quade mendefinisikan analisis kebijakan sebagai suatu bentuk analisis yang menghasilkan dan menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga dapat memberikan landasan dari para pembuat kebijakan dalam membuat keputusan (Dunn, 2003:95).
Analisis kebijakan sangat diperlukan untuk mengetahui kebijakan apa yang cocok dalam proses perumusan kebijakan yang akan dibuat sehingga kebijakan tersebut sesuai dengan masalah yang sedang dihadapi. Selain itu analisis kebijakan dapat membantu dalam penerapan suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan demikian  analisis dapat di awal penerapan suatu kebijakan ataupun di akhir penerapan kebijakan.
Menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain penerapan merupakan hal, cara atau hasil (Badudu & Zain, 1996:1487). Dalam hal ini, penerapan diartikan sebagai sebuah hal, cara dan hasil kerja atau wujud dari e-Government dan sesuai dengan kemajuan teknologi sekarang ini di Kabupaten Purwakarta. 

Bank Dunia (World Bank) mengemukan e-Government sebagai :
”e-Government refers to the use by govermnent agencies of information technologies (such as Wide Area Networks, the internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens businesses,and other arms of goverment”
(e-Government dijadikan acuan yang digunakan dalam sistem informasi pemerintahan (seperti dalam Wide Area Networks, internet, dan komunikasi berjalan) yang memiliki kemampuan untuk menjembatani hubungan dengan warga negara lainya, para pebisnis dan berbagai elemen pemerintahan lainnya) (dalam Indrajit, 2004: 3).
Dalam kebijakan penerapan e-Government terdapat indikator-indikator yang penting, berkaitan dengan berbagai infrastruktur serta strategi pendukungnya, yaitu meliputi:
1. data infrastruktur, meliputi manajemen sistem,  dokumentasi, dan proses kerja di tempat untuk menyediakan kuantitas dan kualitas data yang berfungsi mendukung penerapan e-Government.
2. infrastruktur legal, hukum dan peraturan termasuk berbagai perizinan untuk mendukung menuju e-Government.

3. infrastruktur institusional, diwujudkan dengan institusi pemerintah secara sadar dan eksis melakukan dan memfokuskan tujuannya dalam penerapan e-Government.
4. infrastruktur manusia, sumber daya manusia yang handal merupakan hal pokok yang harus dipersiapkan dalam penerapan e-Government.
5. infrastuktur teknologi, penerapan e-Government banyak bertumpu pada adanya infrastruktur teknologi yang memadai.
6. strategi pemikiran dan kepemimpinan, penerapan e-Government sangat membutuhkan pemimpin yang membawa visi e-Government dalam agendanya dan memiliki strategi pemikiran untuk mewujudkannya.
(Indarajit, 2002:25).
Indikator-indikator di atas diarahkan untuk kebijakan penerapan e-Government. 
 Pertama, data infrastruktur dalam kebijakan penerapan e-Government. Ketersediaan data infrastruktur sangat penting untuk dipenuhi seperti adanya manajemen sistem yang mendukung kebijakan penerapan e-Government, memiliki dokumentasi, adanya kaulitas data serta keamanan data yang mendukung kebijakan penerapan e-Government (Indrajit, 2002:25). Data infrastruktur merupakan sebuah dasar dalam kebijakan penerapan e-Government karena jika data infratruktur tersebut tidak diperhatikan akan mempengaruhi kebijakan penerapan e-Government. Penerapan e-Government dapat dikatakan berhasil jika data infrastruktur tersebut diperhatikan dan dijalankan.
Kedua, dalam kebijakan penerapan e-Government dibutuhkan infrastruktur legal dari lembaga atau penyedia layanan. Infrastruktur legal meliputi adanya dasar hukum, serta peraturan-peraturan dalam kebijakan penerapan e-Government (Indrajit, 2002:25).  Infrastruktur legal sangat diperlukan sebagai sebuah kekuatan hukum. Dengan adanya infrastruktur legal, maka kebijakan penerapan e-Government mempunyai dasar hukum untuk menerapkannya dengan diimbangi oleh aturan-aturan yang berlaku.
Ketiga, kebijakan penerapan e-Government harus ditunjang dengan infrastruktur institusional yang dapat diwujudkan apabila institusi pemerintah memiliki kesadaran dan eksis melaksanakan tujuannya (Indrajit, 2005:25). Infrastruktur institusional tersebut meliputi adanya koordinasi antar instansi, meningkatkan kerjasama serta memiliki komunikasi yang baik antar instansi terkait (Indrajit, 2002:26). Dalam kebijakan penerapan e-Government kesadaran aparatur yang tinggi sangat diperlukan. Kesadaran yang tinggi dari aparatur tersebut harus diikuti dengan eksistensi pemerintah dalam melaksanakan tujuannya. Infrastruktur institusional merupakan faktor penunjang bagi kebijakan penerapan e-Government. Koordinasi antar instansi dalam memberikan informasi merupakan sebuah langkah yang baik dengan demikian kerjasama antar instansi akan semakin erat. Jika kerjasama antar instansi baik maka komunikasi pun akan mudah. Dengan demikian, maka kebijakan penerapan e-Government akan berhasil jika memperhatikan faktor-faktor yang terdapat pada infrastruktur institusional tersebut. 
Keempat, kebijakan penerapan e-Government juga harus ditunjang dengan infrastruktur lainnya seperti infrastruktur manusia. Karena jika infrastruktur manusia tidak diperhatikan maka kebijakan penerapan e-Government tidak dapat tercapai dengan baik. Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam infrastruktur manusia adalah sikap aparatur dalam kebijakan penerapan e-Government, aparatur tersebut harus memiliki pengetahuan serta skill yang memadai, juga membudayakan berbagi informasi yang mendukung kebijakan penerapan e-Government (Indrajit, 2002:26). Infrastruktur manusia merupakan infrastruktur yang sangat penting. Kebijakan penerapan e-Government tidak akan berjalan dengan benar jika infrastruktur manusianya tidak diperhatikan. Hal ini akan dapat terlihat dalam pelaksanaannya. Penempatan infrastruktur manusia harus sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya sesuai dengan tempat dalam kebijakan penerapan e-Government. Jika hal tersebut tidak diperhatikan maka kebijakan penerapan e-Government akan terhambat karena penempatan infrastruktur manusianya tidak sesuai dengan kemampuan manusia itu sendiri.
Kelima, dalam menunjang kebijakan penerapan e-Government hal lain yang harus diperhatikan adalah infrastruktur teknologi. Infrastruktur teknologi sebagai faktor penting dalam kebijakan penerapan e-Government karena merupakan sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Adapun infrastruktur teknologi tersebut meliputi jumlah komputer dan jaringan komputer yang memadai sehingga memberikan kemudahan bagi publik dalam mengaksesnya (Indrajit, 2002:26). 
Keenam, keseluruhan indikator tersebut harus ditunjang dengan strategi dari seorang pemimpin. Strategi dari seorang pemimpin tersebut memegang peranan yang penting dalam kebijakan penerapan e-Government. Adapun strategi dari seorang pemimpin yang harus diperhatikan adalah seorang pemimpin harus memiliki visi yang jelas, strategi yang berkualitas serta adanya kesadaran dari seorang pemimpin dan yang lebih penting adalah seorang pemimpin harus ditunjang dengan pengetahuan dan skill yang baik serta memiliki komitmen dalam kebijakan penerapan e-Government tersebut (Indrajit, 2002:27).
Kebijakan penerapan e-Government yang dilakukan saat ini bertujuan agar masyarakat lebih cepat mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Kebijakan penerapan e-Government diharapkan dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat pada setiap saat tanpa dibatasi oleh sekat waktu dan biaya. Kebijakan penerapan e-Government saat ini merupakan sebuah tantangan yang besar yang dihadapi oleh pemerintah serta masyarakat itu sendiri. 
Menurut Indrajit terdapat tiga tantangan besar dalam mengembangkan kebijakan penerapan e-Government yaitu,

1. Cara menciptakan dan menentukan kanal-kanal akses digital yang dapat secara efektif dipergunakan oleh masyarakat maupun pemerintah.

2.  Keterlibatan lembaga-lembaga lain di luar pemerintah (pihak komersial swasta maupun pihak non komersial lainnya) dalam mengembangkan infrastruktur maupun suprastruktur e-Government yang dibutuhkan
3. Penyusunan strategi institusi terutama yang berkaitan dengan masalah biaya investasi dan operasional 
(Indrajit, 2002:19).
Dalam kebijakan penerapan e-Government, masyarakat mendapatkan keleluasaan dan fleksibilitas dalam berhubungan dengan pemerintahannya tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dalam menghadapi tantangan di atas, terdapat beberapa pemecahan yang bisa dilakukan dengan beberapa cara. 
Pertama, pemerintah selaku pihak yang memiliki inisiatif untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa kebijakan penerapan e-Government tetap memberikan manfaat (Indrajit, 2002:20). Salah satu manfaat yang diperoleh dalam kebijakan penerapan e-Government adalah dapat meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan itu sendiri. Dengan meningkatnya kinerja aparatur pemerintahan, maka pelayanan terhadap masyarakat akan lebih cepat dan efektif.  
Kedua, menentukan jenis kanal akses yang cocok dalam melakukan beragam interaksi dalam kebijakan penerapan e-Government adalah masyarakat bukan pemerintah (Indrajit, 2002:21). Pemerintah cenderung otoriter dalam proses penentuan teknologi yang harus dipergunakan untuk masyarakat. Pemerintah tanpa disadari tidak memperhatikan masyarakat tersebut mampu mempergunakannya atau tidak. Dengan demikian banyak sekali terjadi kegagalan dari pada keberhasilannya. Pemerintah hendaknya mempunyai gambaran yang akurat tentang teknologi semacam apa yang lebih dikenal oleh masyarakatnya.

Ketiga, menentukan jenis serta besarnya investasi yang akan dikeluarkan dalam kebijakan penerapan e-Government (Indrajit,2002:22). Pemerintah harus memiliki cetak biru (masterplan) yang jelas mengenai arah kebijakan penerapan e-Government tersebut diadakan. Hal tersebut bertujuan untuk menyatukan bahasa seluruh pemerintahan yang terlibat. Selain itu juga untuk meyakinkan sekaligus memberikan jaminan kepada pihak lain yang terlibat dalam kebijakan penerapan e-Government tersebut. 
Keempat, kesepakatan seluruh penyelenggara pelayanan dalam menggunakan teknologi yang bersifat universal dan berbasis Internet (Indrajit, 2002:22). Kesepakatan tersebut bertujuan agar masyarakat dapat memilih berbagai kanal akses yang dimilikinya. Berbagai teknologi informasi di dunia dapat turut berpartisipasi menawarkan beragam produk-produk dan jasanya. Selain itu kecepatan perkembangan teknologi informasi di dunia tidak akan secara signifikan mempengaruhi tahapan dalam pengembangan yang telah disepakati. 
Kelima, pemerintah dengan mitranya harus memiliki mekanisme penjaminan hak-hak privacy individu maupun masyarakat (Indrajit, 2002:23). Masyarakat akan memilih menggunakan cara konvensional karena menurut mereka jauh lebih aman dan mereka dapat memiliki hak kontrol yang jauh lebih besar. Dengan demikian penjaminan terhadap hak-hak dalam kebijakan penerapan e-Government sangat diperlukan karena tanpa adanya mekanisme tersebut maka masyarakat akan cenderung memilih menggunakan cara-cara konvensional dalam berhubungan dengan pemerintah. 
Keenam, pemerintah harus memiliki strategi serta mempertahankan kinerja yang baik (Indrajit, 2002:23). Pada dasarnya fungsi kanal akses tersebut adalah agar pemerintah dapat menjangkau masyarakatnya. Adapun tujuan memiliki strategi serta mempertahankan kinerja yang baik adalah agar masyarakat tetap dan selalu memilih menggunakan fasilitas kebijakan penerapan e-Government dibandingkan dengan cara-cara konvensional. 
Tuntutan masyarakat dalam mewujudkan kebijakan penerapan e-Government di Kabupaten Bekasi dilaksanakan dengan pendirian Media Informasi Publik (MIP) sebagai salah satu sarana penunjang yang dapat mengakses website www.bekasikab.go.id. Alat tersebut merupakan sebuah media bagi masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi mengenai Pemerintahan Kabupaten Bekasi dengan tidak dikenakan biaya untuk mengaksesnya. Penerapan MIP saat ini diharapkan dapat mewakili dengan apa yang diinginkan publik dalam mewujudkan e-Government tersebut. MIP itu sendiri didefinisikan sebagai :
alat berbentuk seperangkat komputer layar sentuh yang stand alone guna mengakses website  www.bekasikab.go.id yang di dalamnya berisi tentang informasi mengenai seputar Kabupaten Bekasi, struktur pemerintahan, informasi pariwisata serta informasi-informasi lainnya bagi publik tanpa dikenakan biaya (Bagian Tapem Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi, tahun 2005).
MIP merupakan suatu wadah bagi masyarakat yang ingin mengetahui informasi-informasi publik dalam satu alat. Dengan demikian, masyarakat sebagai penerima informasi tidak kesulitan dalam mencari informasi tentang informasi yang menyangkut Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi. MIP merupakan salah satu wujud kebijakan penerapan e-Government di Kabupaten Bekasi. Pendirian MIP bertujuan agar publik khususnya masyarakat Kabupaten Bekasi bisa mengakses website www.bekasikab.go.id dengan tidak mengeluarkan biaya. Dalam hal ini MIP sebagai sebuah media dalam mewujudkan kebijakan penerapan e-Government di Kabupaten Bekasi. 
Media diperlukan dalam menyampaikan informasi terhadap publik. Media yang diperlukan harus sesuai dengan kemajuan teknologi yang sedang berkembang di kalangan publik saat ini. Keberadaan media akan memudahkan dalam menyampaikan informasi. Selain itu, informasi akan lebih diperhatikan dibandingkan dengan lisan. Dengan demikian media merupakan faktor utama dalam menyampaikan informasi dan informasi yang disampaikan akan cepat diketahui oleh publik. Adapun menurut Rakhmat menyebutkan bahwa media adalah:

Perluasan dari alat indera manusia. Radio perpanjangan dari telinga, televisi perpanjangan dari mata. Media merupakan alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari satu sumber kepada penerima. Pada hakekatnya media adalah saluran atau alat yang digunakan oleh komunikator dalam menyampaikan pesan kepada komunikan (Rakhmat, 1993:20). 

Dengan adanya media maka informasi yang akan disampaikan kepada publik akan jelas dan terarah. Media dapat digunakan untuk memindahkan suatu informasi dari suatu sumber kepada penerima. Tanpa adanya media, informasi tidak dapat diberikan kepada publik dengan baik. Untuk itu, media merupakan alat yang sangat penting dalam penyampaian informasi. 
Informasi menurut Fathansyah adalah data yang sudah diolah, dibentuk atau dimanipulasi sesuai dengan keperluan tertentu agar menjadi lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimannya (Fathansyah, 2002:2). Agar informasi berkualitas, kecepatan, ketepatan, keakuratan dan kelengkapan informasi yang diberikan kepada publik sangat penting seperti yang dikemukakan oleh Raymond Mcleod bahwa suatu informasi yang berkualitas harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Akurat, informasi harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya dan informasi tersebut harus bebas dari kesalahan-kesalahan.

2. Tepat waktu, informasi itu harus tersedia/ ada pada saat informasi tersebut diperlukan dan tidak terhambat.

3. Relevan, informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang dibutuhkan.

4. Lengkap, informasi harus diberikan secara lengkap.
( Mcleod, 2001:6). 
Informasi akan mempengaruhi penerapan MIP. Dengan memperhatikan faktor-faktor di atas, maka informasi yang diberikan kepada publik akan sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh publik saat ini mengenai kebijakan penerapan e-Government melalui MIP di Kabupaten Bekasi.
Menurut Lijan Poltak Sinambela, publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang merasa memiliki (Sinambela, 2006:5). Kebijakan penerapan e-Government melalui MIP diharapkan sesuai dengan harapan dan sebuah tindakan yang benar dalam mewujudkan e-Government di Kabupaten Bekasi.
Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis menyusun definisi operasional sebagai berikut: 
1. Analisis kebijakan penerapan e-Government adalah pemahaman yang diperoleh melalui penyelidikan dari sebuah tindakan / keputusan yang sebenarnya dan memiliki pengaruh terhadap masyarakat sehingga menghasilkan informasi sedemikian rupa dan dapat dijadikan landasan dalam pembuatan keputusan dari sebuah hasil kerja pemerintahan yang berbasis elektronik  di Kabupaten Bekasi.
2. Penerapan e-Government melalui MIP adalah sebuah hasil kerja pemerintahan yang berbasis elektronik melalui sebuah alat yang berbentuk seperangkat komputer layar sentuh yang stand alone guna mengakses website www.bekasikab.go.id dengan tidak dikenakan biaya dalam mengaksesnya di Kabupaten Bekasi.
Analisis kebijakan penerapan e-Government melalui MIP di Kabupaten Bekasi dalam penelitian ini dilihat dari:
1. Kondisi data infrastruktur dalam kebijakan penerapan e-Government melalui MIP di Kabupaten Bekasi tahun 2008 meliputi :
a. Ketersediaan manajemen sistem yang mendukung dalam kebijakan   penerapan e-Government melalui MIP
1) Adanya ketegasan dalam menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam kebijakan penerapan e-Government melalui MIP
2) Adanya ketetapan prosedur kegiatan serta biaya yang diperlukan dalam kebijakan penerapan e-Government melalui MIP.
3) Adanya penyusunan anggaran untuk kegiatan dalam kebijakan penerapan e-Government melalui MIP
4) Adanya ketetapan kebijakan dalam kebijakan penerapan e-Government melalui MIP.
b.  Adanya dokumentasi yang mendukung dalam kebijakan penerapan e-Government melalui MIP
1) Adanya alat dokumentasi yang mendukung dalam kebijakan  penerapan e-Government melalui MIP
2) Adanya tempat menyimpan dokumentasi yang mendukung dalam kebijakan penerapan e-Government melalui MIP.
3) Adanya evaluasi data dalam kebijakan penerapan e-Government melalui MIP.
c.  Ketersediaan data yang berkualitas yang mendukung dalam kebijakan  penerapan e-Government melalui MIP
1) Adanya keakuratan data dalam kebijakan penerapan e-Government melalui MIP
2) Adanya ketepatan waktu dalam memberikan data dalam kebijakan penerapan e-Government melalui MIP
3) Adanya data yang sesuai dengan yang dibutuhkan dalam kebijakan penerapan e-Government melalui MIP
4) Adanya kelengkapan data yang dibutuhkan dalam kebijakan penerapan e-Government melalui MIP.
d. 
Menjaga keamanan data yang diperoleh yang berhubungan dengan  kebijakan penerapan e-Government melalui MIP.
2.
Ketersediaan dasar hukum dalam kebijakan penerapan e-Government melalui MIP di Kabupaten Bekasi tahun 2008 meliputi:

a. 
Adanya peraturan perundang-undangan tingkat pusat yang mendasari dalam kebijakan penerapan e-Government melalui MIP
b.
Adanya Peraturan Daerah  yang mendasari dalam kebijakan penerapan e-Government melalui MIP
3. 
Koordinasi antar instansi dalam kebijakan penerapan e-Government melalui MIP di Kabupaten Bekasi tahun 2008 meliputi:

a. 
Adanya koordinasi antar instansi terkait dalam kebijakan penerapan e-Government melalui MIP
b. 
Kerjasama yang baik antar instansi dalam kebijakan penerapan e-Government melalui MIP
c. 
Adanya komunikasi yang baik antar dinas dalam kebijakan penerapan e-Government melalui MIP
4. 
Ketersediaan aparatur dalam kebijakan penerapan e-Government melalui MIP di Kabupaten Bekasi tahun 2008 meliputi:

a. 
Memiliki pengetahuan yang menunjang kebijakan penerapan e-Government melalui MIP
b.
Memiliki skill yang mendukung kebijakan penerapan e-Government melalui MIP
c.
Adanya budaya berbagi informasi mengenai kebijakan penerapan e-Government melalui MIP.

d.   Memiliki jumlah aparatur yang memadai dalam kebijakan penerapan e-Government melalui MIP
5. 
Ketersediaan sarana teknologi dalam kebijakan penerapan e-Government melalui MIP di Kabupaten Bekasi tahun 2008 meliputi:

a. 
Adanya komputer yang memadai mengenai kebijakan penerapan e-Government melalui MIP
b.
Adanya jaringan komputer dalam kebijakan penerapan e-Government   melalui MIP.
6. 
Strategi pemikiran pemimpin dalam kebijakan penerapaan e-Government melalui MIP di Kabupaten Bekasi tahun 2008 meliputi:

a. 
Pemimpin yang memiliki visi yang jelas tentang kebijakan penerapan e-Government melalui MIP
b.
Pemimpin yang mempunyai strategi yang jelas tentang kebijakan penerapan e-Government melalui MIP 
c.
Pemimpin yang memiliki kesadaran yang tinggi dalam kebijakan penerapan e-Government melalui MIP
d.
Pemimpin yang memiliki pengetahuan yang luas mengenai kebijakan penerapan e-Government melalui MIP
e.
Pemimpin yang memiliki skill yang cukup baik mengenai kebijakan penerapan  e-Government melalui MIP
f.
Pemimpin yang memiliki komitmen yang kuat mengenai kebijakan penerapan e-Government melalui MIP

Berdasarkan pada teori, konsep, definisi operasional dan indikator-indikator di atas, penelitian membuat model kerangka pemikiran sebagai berikut:
Gambar 1.1
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1.6.1 Metode Penelitian
Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif karena untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu hal yang kemudian diklasifikasikan sehingga dapat diambil satu kesimpulan. Kesimpulan tersebut dapat lebih mempermudah dalam melakukan penelitian  dan pengamatan, dengan begitu dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif. 
Metode penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam memilih suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Nasir,1998:5). Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antar dua gejala atau lebih. 
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yaitu:
Memandang objek sebagai sesuatu yang dinamis, hasil konstruksi pemikiran, dan utuh (holistic) karena setiap aspek dari objek itu memiliki satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Suatu realitas atau objek tidak dapat dilihat secara parsial dan dipecah dalam beberapa variabel (Sugiyono, 2005:5). 
Berdasarkan penjelasan di atas, pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang mempelajari tingkah laku manusia khususnya orang-orang yang diteliti. Pemahaman orang yang diteliti mengenai tingkah laku serta harus dapat memahami proses.  
1.6.2
Teknik Pengumpulan Data


Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam KKL ini adalah:

a. Observasi yaitu cara menghimpun data dengan melakukan pengamatan langsung ke instansi yang terkait, yaitu Bagian Tapem Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi.
b. Studi pustaka, yaitu dengan mempelajari dan mencari buku-buku pegangan  yang berhubungan dengan analisis kebijakan penerapan e-Government melalui MIP di Kabupaten Bekasi tahun 2008.
1.6.3 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang sesuai dengan penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu suatu kegiatan yang mengacu pada penelaahan atau pengujian yang sistematik mengenai suatu hal dalam rangka menentukan bagian-bagian hubungan diantara bagian dalam keseluruhan.
Terdapat unsur utama dalam proses analisis data pada penelitian kualitatif dimana terbagi menjadi :

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah bagian dari proses analisis untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting, dan mengatur data sehingga dapat dibuat kesimpulan.

2. Sajian Data

Sajain data adalah susunan informasi yang memungkinkan dapat ditariknya suatu kesimpulan. Sajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya, namun yang sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif, karena akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan sesuatu selanjutnya.
3. Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian kualitatif tidak akan ditarik kecuali setelah diproses pengumpulan data berakhir. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum pasti sehingga setelah diteliti menjadi jelas berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Kesimpulan yang dibuat perlu diverifikasi dengan cara melihat dan mempertayakannya kembali. Sambil meninjau secara sepintas pada catatan lapangan untuk memperoleh pemahaman yang lebih tepat  
      ( Sugiyono, 2005:92-99).
Berdasarkan hal di atas maka dapat disimpulkan bahwa teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil atatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri ataupun orang lain. 
1.7 Lokasi dan Jadwal KKL

Penelitian ini dilaksanakan di Bagian Tapem Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi yang berada di Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Telp. (021) 89970065. Adapun waktu KKL ini dimulai dari Pengumuman dosen pembingbing KKL sampai dengan pengumpulan Laporan KKL, antara lain: 

1. Pengumuman dosen pembimbing KKL bulan Juni 2008.

2. Pemilihan lokasi KKL bulan Juni 2008.

3. Bimbingan usulan penelitian laporan KKL bulan Agustus 2008.

4. UP disetujui oleh pembimbing KKL bulan Agustus 2008

5. Pelaksanaan KKL Agustus 2008.

6. Bimbingan laporan KKL dengan pembimbing masing-masing bulan September 2008.
7. Pengumpulan laporan KKL bulan Desember 2008.
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